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ABSTRAK 

 

Nopita, Mariska Anggi 2026, NIT 592211318396 K. “Analisis Tanggung Jawab 

Hukum PT Pupuk Indonesia Logistik dalam Insiden MT Salmon Mustafa di 

Pelabuhan Gresik”. Skripsi. Program Diploma IV, Program Studi Tata 

Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran 

Semarang, Pembimbing I: Okvita Wahyuni, S.ST., M.M., Pembimbing II: 

Indira Ari Putri, S.ST.Pel., M.T. 

 

Peran transportasi laut sangat penting dalam mendukung sistem 

logistik nasional Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga 

penyelenggaraan pelayaran harus dilakukan secara aman dan bertanggung 

jawab. Namun meskipun telah diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, insiden di kawasan 

pelabuhan masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian serta 

konsekuensi hukum bagi perusahaan pelayaran. Penelitian ini mengkaji 

kejadian benturan MT Salmon Mustafa milik PT Pupuk Indonesia Logistik 

(PILOG) dengan Jetty Dolphin International Bulk Liquid (IBL) di Pelabuhan 

Gresik pada tanggal 31 Maret 2025, yang menimbulkan permasalahan 

mengenai tanggung jawab hukum pengangkut. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PILOG serta penerapan 

mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku 

Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data 

primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahapan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji 

keabsahannya menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini dilaksanakan 

pada saat kegiatan praktik kerja lapangan yang berlangsung pada Februari 

2025 hingga Juni 2025 dan dilanjutkan pada tahap penyusunan skripsi. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) 

tetap memiliki tanggung jawab hukum atas kejadian tersebut yang 

dilaksanakan melalui langkah-langkah penanganan operasional dan 

koordinasi dengan pihak terkait. Pembatasan tanggung jawab dilakukan 

sesuai mekanisme hukum maritim tanpa menghapus kewajiban, serta 

perusahaan telah memenuhi kewajibannya sebagai pengangkut melalui 

prinsip due diligence dan menyediakan standar keselamatan pelayaran. 

 

Kata kunci: Tanggung Jawab Pengangkut, Insiden Pelayaran, Hukum 

Maritim 
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ABSTRACT 

 

Nopita, Mariska Anggi 2026, NIT 592211318396 K. “Analysis of the Legal 

Liability of PT Pupuk Indonesia Logistik in the MT Salmon Mustafa Incident 

at Gresik Port”. Thesis. Diploma IV Program, Port and Shipping Study 

Program, Semarang Merchant Marine Polytechnic Semarang, Supervisor: 

Okvita Wahyuni, S.ST.,M.M., Supervisor II: Indira Ari Putri, S.ST.Pel., M.T. 

 

The role of maritime transportation is crucial in supporting 

Indonesia’s national logistics system as an archipelagic country; therefore, 

shipping operations must be conducted in a safe and responsible manner. 

However, despite being regulated under Articles 40 and 41 of Act No. 17 of 

2008 on Shipping, incidents in port areas continue to occur and have the 

potential to cause losses as well as legal consequences for shipping companies. 

This study examines the collision incident involving MT Salmon Mustafa, 

owned by PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), and the Dolphin Jetty of 

International Bulk Liquid (IBL) at Gresik Port on March 31, 2025, which 

raised issues regarding the legal liability of the carrier. Therefore, this study 

aims to analyze the legal responsibility of PILOG and the implementation of 

liability mechanisms in accordance with applicable Indonesian law. 

  

This study employs a qualitative method with a descriPTive approach. 

The data sources consist of primary and secondary data obtained through 

interviews, observations, documentation, and literature review. Data analysis 

is conducted through the stages of data reduction, data presentation, and 

conclusion drawing, and is validated using triangulation techniques. This 

research was carried out during a fieldwork internship conducted from 

February 2025 to June 2025 and continued during the thesis preparation stage. 

 

The results of this study indicate that PT Pupuk Indonesia Logistik 

(PILOG) remains legally responsible for the incident, which is carried out 

through operational handling measures and coordination with related parties. 

The limitation of liability is implemented in accordance with maritime legal 

mechanisms without eliminating obligations, and the company has fulfilled 

its responsibilities as a carrier through the application of the due diligence 

principle and the provision of maritime safety standards. 

 

Keywords:  Carrier Liability, Shipping Incidents, Maritime Law.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut, 

Indonesia memandang sektor pelayaran sebagai bagian penting dalam 

mendukung sistem logistik nasional. Transportasi laut memegang peranan 

utama dalam menjaga kelancaran distribusi barang antar wilayah serta 

menunjang aktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, aspek keselamatan 

pelayaran menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan 

pengangkutan laut. Pemenuhan standar keselamatan, kelaiklautan kapal, 

kesiapan fasilitas pelabuhan perlu dijaga secara konsisten guna meminimalkan 

terjadinya insiden pelayaran. Apabila aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, 

insiden pelayaran berpotensi mengganggu kelancaran distribusi dan 

menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. 

Dalam ketentuan hukum, tanggung jawab pengangkut diatur dalam 

Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran yang menegaskan bahwa perusahaan angkutan laut bertanggung 

jawab terhadap keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkut serta 

berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul selama proses 

pengangkutan. Selain itu, ketentuan mengenai keselamatan pelayaran juga 

diatur dalam Pasal 117 dan Pasal 118 yang mewajibkan kapal memenuhi 

persyaratan keselamatan serta kelaiklautan. Selanjutnya, Pasal 134 

menegaskan kewajiban perusahaan angkutan laut untuk menerapkan sistem   
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manajemen keselamatan dalam kegiatan pelayaran. Namun demikian, 

meskipun ketentuan hukum telah mengatur kewajiban pengangkut secara jelas, 

dalam praktiknya insiden pelayaran di kawasan pelabuhan masih sering terjadi. 

Kondisi ini dipengaruhi oleh kepadatan aktivitas kapal dan kondisi perairan 

yang dinamis. Insiden pelayaran yang terjadi di kawasan pelabuhan tidak hanya 

berdampak pada kelancaran operasional, tetapi juga menimbulkan dampak 

praktis bagi perusahaan pelayaran berupa kewajiban administratif, risiko 

pertanggungjawaban hukum, serta beban biaya pemeriksaan dan tindak lanjut 

pasca insiden.  

Salah satu insiden pelayaran yang terjadi di kawasan pelabuhan adalah 

benturan MT Salmon Mustafa milik PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) 

dengan Jetty Dolphin International Bulk Liquid (IBL) di Pelabuhan Gresik 

pada 31 Maret 2025. Insiden tersebut terjadi saat kapal melakukan manuver di 

area pelabuhan dan mengalami kendala akibat pengaruh arus, sehingga 

menabrak fasilitas pelabuhan. Meskipun insiden ini tidak menimbulkan korban 

jiwa dan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya kerusakan struktural 

yang signifikan, insiden tersebut tetap memerlukan penanganan serius. Hal ini 

disebabkan insiden pelayaran di kawasan pelabuhan berkaitan langsung 

dengan keselamatan pelayaran dan potensi kerugian terhadap fasilitas 

pelabuhan. Oleh karena itu, insiden tersebut tidak dapat dipandang sebatas 

persoalan teknis operasional. 

Insiden benturan MT Salmon Mustafa dan Jetty IBL di Gresik 

menimbulkan kewajiban bagi PILOG sebagai pengangkut untuk melaksanakan 
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prosedur pelaporan, pemeriksaan, tindak lanjut sesuai ketentuan hukum 

pelayaran. Selain itu, insiden ini juga memunculkan persoalan mengenai sejauh 

mana tanggung jawab hukum pengangkut dalam kerangka hukum perdata 

maritim. Dalam konteks ini, perusahaan pelayaran dituntut untuk menunjukkan 

bahwa seluruh kewajiban keselamatan telah dipenuhi dan tidak terdapat 

kelalaian dalam kegiatan pelayaran. Persoalan ini juga berkaitan dengan 

kemungkinan penerapan mekanisme pembatasan tanggung jawab sesuai 

ketentuan hukum pelayaran yang berlaku. Dengan demikian, insiden ini 

menjadi relevan untuk dikaji dari sudut pandang tanggung jawab hukum 

pengangkut. 

Dalam perspektif hukum pelayaran, insiden yang menimbulkan 

kerugian terhadap pihak lain menempatkan perusahaan pelayaran dalam 

hubungan hukum keperdataan. Hubungan hukum tersebut berada dalam 

kerangka hukum maritim privat yang menekankan kewajiban due diligence 

dan pertanggungjawaban atas risiko pelayaran. Tanggung jawab pengangkut 

dalam hukum maritim privat tidak hanya dinilai dari adanya kerugian yang 

timbul, tetapi juga dari kemampuan pengangkut membuktikan bahwa seluruh 

prosedur keselamatan telah dilaksanakan secara wajar dan sesuai standar 

pelayaran (Hatta dkk., 2021). Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban 

keselamatan menjadi faktor penting dalam menentukan tanggung jawab hukum 

pengangkut. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan dan 

pertanggungjawaban hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kegiatan pelayaran. 
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Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab pengangkut atas insiden 

pelayaran tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran, tetapi juga berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta prinsip perbuatan melawan 

hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, insiden 

pelayaran yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, termasuk 

kerusakan fasilitas pelabuhan, berpotensi menimbulkan tanggung jawab 

keperdataan yang perlu dianalisis dalam kerangka hukum maritim privat.  

Berdasarkan uraian tersebut, insiden benturan MT Salmon Mustafa 

dengan Jetty Dolphin IBL menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui 

sejauh mana PILOG memenuhi tanggung jawab hukumnya sebagai 

pengangkut serta bagaimana mekanisme pembatasan tanggung jawab 

diterapkan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat 

judul “Analisis Tanggung Jawab Hukum PT Pupuk Indonesia Logistik 

dalam Insiden MT Salmon Mustafa di Pelabuhan Gresik”. 

B. Fokus Penelitian    

Penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab hukum PT Pupuk 

Indonesia Logistik (PILOG) sebagai pengangkut dalam insiden benturan MT 

Salmon Mustafa dengan Jetty Dolphin IBL di Pelabuhan Gresik. Fokus 

penelitian ini terletak pada pelaksanaan kewajiban pengangkut, khususnya 

yang berkaitan dengan ketentuan keselamatan pelayaran dan tanggung jawab 

perusahaan angkutan laut dalam penerapan tanggung jawab pengangkut dalam 

penanganan insiden pelayaran.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diatas, diperlukan perumusan 

masalah agar penelitian ini memiliki arah pembahasan yang jelas dan 

sistematis. Berikut rumusan masalah oleh peneliti: 

1. Bagaimana tanggung jawab (hukum) PT Pupuk Indonesia Logistik dalam 

insiden MT Salmon Mustafa? 

2. Bagaimana mekanisme pembatasan tanggung jawab yang diterapkan oleh 

PT Pupuk Indonesia Logistik dalam insiden MT Salmon Mustafa? 

3. Apa saja yang harus dipenuhi PT Pupuk Indonesia Logistik sebagai 

pengangkut dalam kejadian tersebut? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut:  

1. Mengetahui tanggung jawab (hukum) PT Pupuk Indonesia Logistik dalam 

insiden MT Salmon Mustafa. 

2. Mengetahui pembatasan tanggung jawab yang diterapkan oleh PT Pupuk 

Indonesia Logistik dalam insiden MT Salmon Mustafa.  

3. Mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi PT Pupuk 

Indonesia Logistik sebagai pengangkut dalam kejadian tersebut. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi 

pertimbangan acuan bagi pihak yang membutuhkan. Berikut manfaat dari 

penelitian ini: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pelayaran 

dan hukum maritim privat terkait tanggung jawab hukum pengangkut 

dalam insiden pelayaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi akademik bagi taruna, dosen, dan pembaca di 

lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dalam memahami 

penerapan tanggung jawab hukum pengangkut terhadap kerusakan 

fasilitas pelabuhan akibat insiden pelayaran. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi bahan kajian dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan keselamatan pelayaran, tanggung jawab pengangkut, 

serta perlindungan fasilitas pelabuhan dalam kegiatan pelayaran. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dalam meningkatkan 

penerapan prosedur keselamatan pelayaran, strategi mitigasi risiko, serta 

kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan operasional dalam kegiatan 

pengangkutan laut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pengelola fasilitas pelabuhan, khususnya Jetty IBL, sebagai 

bahan evaluasi dalam meningkatkan pengawasan, koordinasi operasional, 

dan upaya pencegahan terhadap insiden pelayaran yang berpotensi 

menimbulkan kerusakan fasilitas pelabuhan. 
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Bagi regulator dan otoritas pelabuhan, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan 

pelayaran, pemanduan kapal, serta penegakan ketentuan operasional di 

kawasan pelabuhan. Sementara itu, bagi taruna dan pembaca di lingkungan 

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum 

pengangkut, keselamatan pelayaran, serta penanganan insiden pelayaran 

dalam praktik kegiatan maritim. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

Deskripsi teori dalam bab ini merupakan proses penjelasan secara 

sistematis dan mendalam terhadap konsep yang relevan dengan bidang hukum 

maritim. Sumber deskripsi teori dapat berasal dari buku, peraturan perundang-

undangan, literatur akademik, hasil peneitian sebelumnya oleh para ahli dan 

pakar terkait. Deskripsi teori ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat 

menjadi landasan analisis. Sebagai dasar teori, pemahaman analisis tanggung 

jawab PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dalam insiden MT Salmon 

Mustafa di Pelabuhan Gresik, peneliti menggunakan berbagai artikel, literatur, 

dan sumber relevan lainnya untuk menjelaskan teori-teori yang mendukung 

pembahasan tersebut.  

1. Konsep Dasar Pelayaran dan Pengangkutan Laut 

Pelayaran merupakan bagian sistem transportasi nasional yang 

memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas barang dan 

penumpang serta menunjang perekonomian. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 angka 1, 

pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di 

perairan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan 

lingkungan maritim. Hal ini menunjukkan bahwa pelayaran bukan hanya 
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pengoperasian kapal semata, tetapi juga mencakup aspek keselamatan dan 

pengelolaan risiko dalam aktivitas pelayaran. Dengan demikian, 

penyelenggaraan pelayaran harus dilaksanakan sesuai standar 

keselamatan dan aturan hukum guna menjamin keamanan dan kelancaran 

transportasi laut.  

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, pelayaran berfungsi 

sebagai sarana pengangkutan laut yaitu proses pemindahan barang 

dan/atau penumpang dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya melalui 

jalur laut. Pengangkutan laut dalam praktik perdagangan maritim 

didasarkan pada suatu perjanjian antara pengangkut dan pemilik barang 

yang melahirkan hubungan hukum di antara para pihak. Hubungan hukum 

ini melahirkan kapal yang laiklaut (seaworthiness) serta menjamin 

keselamatan barang selama proses pengangkutan.  

Dalam kegiatan perdagangan maritim, hubungan antara pengangkut 

dan pemilik barang diatur oleh norma-norma hukum yang menekankan 

adanya kewajiban pengangkut untuk menyediakan kapal yang laik laut 

serta bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan barang selama 

pengangkutan (Herwantono, 2023). Secara normatif, dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 40, menegaskan 

bahwa perusahaan angkutan laut bertanggung jawab atas keselamatan dan 

keamanan penumpang dan barang yang diangkut. Selanjutnya, Pasal 41 

mengatur bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang 

timbul akibat kematian atau luka penumpang, hilang atau rusaknya barang, 
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serta keterlambatan pengangkutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa 

tanggung jawab pengangkut bersifat luas dan mencakup berbagai bentuk 

kerugian yang timbul selama proses pengangkutan berlangsung. 

Aspek keselamatan pelayaran juga diperkuat melalui Pasal 117 yang 

mewajibkan pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan 

pelayaran, serta Pasal 118 yang menegaskan bahwa setiap kapal harus 

memenuhi persyaratan kelaiklautan sebelum dioperasikan. Kelaiklautan 

kapal merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan 

atau insiden pelayaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai 

pihak. Di samping hukum nasional, ketentuan mengenai pengangkutan 

laut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), 

khususnya yang mengatur tentang perjanjian pengangkutan dan tanggung 

jawab pengangkut terhadap barang. Dalam KUHD, pengangkut pada 

prinsipnya bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang 

sejak barang diterima hingga diserahkan kepada pihak yang berhak, 

kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi di luar 

kesalahannya. 

Dalam konteks hukum internasional, tanggung jawab pengangkut 

juga diatur dalam konvensi seperti Hague Rules dan Hamburg Rules yang 

menekankan prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap barang selama 

berada dalam penguasaannya, serta kewajiban untuk melakukan due 

diligence dalam menyediakan kapal yang laik laut (Yilmaz, 2021) . Prinsip 
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ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum nasional yang mewajibkan 

pengangkut untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengangkutan. 

Dengan demikian, pengangkutan laut tidak hanya merupakan 

kegiatan distribusi barang, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum 

berupa tanggung jawab atas kerugian akibat kerusakan, kehilangan, 

maupun keterlambatan selama barang berada dalam penguasaan 

pengangkut. Dalam konteks penelitian ini, konsep dasar pelayaran dan 

pengangkutan laut menjadi landasan teoritis untuk menganalisis tanggung 

jawab hukum PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) sebagai pengangkut, 

khususnya dalam insiden MT Salmon Mustafa di kawasan Pelabuhan 

Gresik.     

2. Keselamatan Pelayaran dan Kewajiban Pengangkut 

Keselamatan pelayaran merupakan unsur utama dalam 

penyelenggaraan kegiatan pelayaran yang bertujuan melindungi manusia, 

kapal, barang, dan fasilitas pelabuhan dari risiko kecelakaan. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan pentingnya 

pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran melalui 

pengoperasian kapal yang aman serta pemenuhan kelaiklautan kapal. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 yang menyatakan 

bahwa perusahaan angkutan laut bertanggung jawab atas keselamatan 

penumpang, barang yang diangkut, serta kerugian yang timbul selama 

proses pengangkutan. Selain itu, Pasal 117 dan Pasal 118 mengatur bahwa 
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setiap kapal yang beroperasi wajib memenuhi persyaratan keselamatan 

dan kelaiklautan kapal sebagai upaya pencegahan kecelakaan pelayaran. 

Dalam mendukung keselamatan pelayaran, penggunaan jasa pandu 

menjadi bagian penting dalam kegiatan operasional kapal di wilayah 

pelabuhan. Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran menjelaskan bahwa pemanduan merupakan kegiatan 

membantu dan memberikan informasi kepada nahkoda mengenai kondisi 

perairan setempat agar navigasi pelayaran dapat berlangsung dengan 

selamat, tertib, dan lancar. Selanjutnya, Pasal 1 angka 49 menyatakan 

bahwa perairan wajib pandu adalah wilayah perairan tertentu yang 

mewajibkan kapal menggunakan jasa pandu, sedangkan Pasal 1 angka 50 

menjelaskan bahwa pandu adalah pelaut yang memiliki keahlian nautika 

dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Selain 

itu, Pasal 198 ayat (1) menegaskan bahwa kapal yang berlayar di perairan 

tertentu wajib menggunakan jasa pandu demi keselamatan dan keamanan 

pelayaran. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemanduan memiliki 

peran penting dalam membantu nahkoda melakukan manuver kapal secara 

aman, khususnya saat keluar masuk pelabuhan dan proses sandar kapal. 

Menurut Faridah & Fajarwati (2022) keselamatan pelayaran harus 

diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar teknis kapal, prosedur 

operasional pelayaran, serta pengawasan yang efektif dari otoritas 

pelabuhan guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal. Kegagalan dalam 

memenuhi standar keselamatan dapat menimbulkan kerugian tidak hanya 
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terhadap kapal dan muatan, tetapi juga terhadap fasilitas pelabuhan seperti 

dermaga, jetty, dan dolphin. 

Dalam perspektif hukum pengangkutan, tanggung jawab pengangkut 

ditegaskan dalam Pasal 468 KUHD yang mewajibkan pengangkut 

menjaga keselamatan barang sejak dimulainya pengangkutan hingga 

barang diserahkan kepada penerima. Ketentuan tersebut menunjukkan 

bahwa tanggung jawab pengangkut melekat selama objek pengangkutan 

berada dalam penguasaannya (Pratama et al., 2022). Hal ini menegaskan 

bahwa pengangkutan laut tidak hanya merupakan kegiatan ekonomi, 

tetapi juga kegiatan hukum yang tunduk pada prinsip pertanggungjawaban. 

Selain itu, dalam hukum pengangkutan laut dikenal prinsip due 

diligence, yaitu kewajiban pengangkut untuk bertindak hati-hati dan 

mengambil langkah yang wajar dalam menjamin keselamatan kapal, awak 

kapal, dan muatan. Prinsip ini mengharuskan pengangkut memastikan 

kapal dalam kondisi laik laut, awak kapal memiliki kompetensi yang 

memadai, serta seluruh prosedur operasional dilaksanakan sesuai standar 

keselamatan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan menimbulkan 

kerugian, maka pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum 

atas kerugian yang terjadi, termasuk kerusakan terhadap fasilitas 

pelabuhan. 

Dengan demikian, keselamatan pelayaran memiliki keterkaitan erat 

dengan tanggung jawab hukum pengangkut dalam kegiatan pengangkutan 

laut. Pemenuhan standar keselamatan, kelaiklautan kapal, dan prosedur 
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operasional pelayaran menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya 

insiden pelayaran yang dapat merugikan pihak lain maupun merusak 

fasilitas pelabuhan. 

3. Insiden Pelayaran 

 Insiden pelayaran merupakan suatu peristiwa atau kecelakaan yang 

terjadi dalam kegiatan pelayaran yang dapat mengakibatkan kerugian 

terhadap manusia, kapal, muatan, maupun fasilitas pelabuhan. Insiden 

pelayaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan 

manusia (human error), kondisi teknis kapal, cuaca, kesalahan navigasi, 

maupun kelalaian dalam penerapan prosedur keselamatan pelayaran. 

Menurut (Mursidi et al., 2023) keselamatan pelayaran dipengaruhi oleh 

kepatuhan terhadap standar operasional, kompetensi awak kapal, kondisi 

kapal, serta pengawasan dari otoritas pelabuhan. Ketidakpatuhan terhadap 

aspek keselamatan tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya 

kecelakaan atau insiden pelayaran. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 

keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi aspek utama dalam 

penyelenggaraan transportasi laut. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa keselamatan 

dan keamanan pelayaran adalah keadaan terpenuhinya persyaratan 

keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, 

kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Selain itu, Pasal 245 mengatur 

bahwa setiap kecelakaan kapal wajib dilakukan pemeriksaan untuk 
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mengetahui sebab terjadinya kecelakaan serta menentukan ada atau 

tidaknya kelalaian dalam pelaksanaan pelayaran. 

 Insiden pelayaran tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap kapal 

dan muatan, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas 

pelabuhan, seperti dermaga, jetty, dan dolphin, serta mengganggu kegiatan 

operasional pelabuhan. Menurut Faridah & Fajarwati, (2022),  penerapan 

standar keselamatan pelayaran dan pengawasan operasional yang efektif 

sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal di kawasan 

pelabuhan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara 

nahkoda, pandu, perusahaan pelayaran, dan otoritas pelabuhan dalam 

melaksanakan kegiatan pelayaran secara aman. 

 Dalam perspektif hukum pengangkutan laut, insiden pelayaran dapat 

menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pengangkut apabila kerugian 

yang terjadi disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban 

keselamatan pelayaran. Ketentuan mengenai tanggung jawab tersebut 

diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan laut 

bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang, barang yang 

diangkut, serta kerugian pihak ketiga yang timbul selama kegiatan 

pengangkutan laut berlangsung. Dengan demikian, insiden pelayaran 

memiliki keterkaitan erat dengan aspek keselamatan pelayaran dan 

tanggung jawab hukum pengangkut dalam kegiatan pelayaran. 

 



16 
 

 
 

4. Klasifikasi Kapal  

 Kapal merupakan sarana utama dalam kegiatan pelayaran dan 

pengangkutan laut yang berfungsi sebagai alat untuk memindahkan 

barang dan/atau penumpang melalui jalur perairan. Berdasarkan Pasal 1 

angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia, kapal adalah 

kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan 

tenaga angin, tenaga mekanik, atau energi lainnya, termasuk kendaraan di 

bawah permukaan air dan bangunan terapung yang tidak berpindah-

pindah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kapal merupakan sarana 

transportasi laut yang harus memenuhi persyaratan keselamatan dan 

kelaiklautan sebelum dioperasikan. 

 Dalam kegiatan pelayaran, kapal dapat diklasifikasikan 

berdasarkan jenis muatan yang diangkut, seperti kapal barang umum 

(general cargo ship), kapal peti kemas (container ship), kapal curah (bulk 

carrier), kapal roll on-roll off (Ro-Ro), dan kapal tanker. Klasifikasi 

tersebut penting karena setiap jenis kapal memiliki karakteristik 

operasional dan tingkat risiko yang berbeda terhadap keselamatan 

pelayaran maupun lingkungan pelabuhan (Herwantono, 2023). Oleh 

karena itu, setiap kapal wajib memenuhi standar keselamatan dan prosedur 

operasional sesuai dengan jenis serta karakteristik muatannya. 

 Kapal tanker merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut 

muatan cair dalam jumlah besar, seperti minyak dan bahan kimia. Kapal 
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jenis ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan kapal 

barang umum karena berpotensi menimbulkan pencemaran, kebakaran, 

maupun kerusakan fasilitas pelabuhan apabila terjadi kecelakaan atau 

kesalahan operasional. Oleh karena itu, pengoperasian kapal tanker harus 

dilakukan dengan penerapan standar keselamatan yang ketat, khususnya 

pada saat proses sandar dan bongkar muat di pelabuhan (International 

Maritime Organization, 2017). 

 Dalam konteks penelitian ini, MT Salmon Mustafa termasuk 

dalam kategori kapal tanker yang mengangkut muatan cair. Karakteristik 

kapal tanker yang memiliki risiko operasional tinggi menyebabkan 

kegiatan pelayaran dan proses sandar kapal harus dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur keselamatan pelayaran dan ketentuan kepelabuhanan. 

Dengan demikian, klasifikasi kapal dalam penelitian ini berkaitan dengan 

tingkat risiko operasional kapal serta tanggung jawab hukum pengangkut 

apabila terjadi insiden yang menimbulkan kerugian terhadap fasilitas 

pelabuhan. 

5. Pelabuhan dan Fasilitas Pelabuhan 

 Pelabuhan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem 

transportasi laut dan kegiatan pelayaran. Secara hukum, pelabuhan 

berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan dan 

pengusahaan yang berkaitan dengan kapal, penumpang, dan barang yang 

diangkut melalui jalur laut. Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 No 16 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 
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pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan 

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 

kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, 

naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi 

dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan 

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan 

antarmoda transportasi. 

 Dalam kajian akademik, pelabuhan juga dipahami sebagai simpul 

utama dalam sistem logistik dan transportasi yang menghubungkan jalur 

laut dengan moda transportasi darat maupun antar moda lainnya 

(Ameliany et al., 2024). Oleh karena itu, pelabuhan sering disebut sebagai 

gateway distribusi barang dan penumpang dalam perdagangan nasional 

maupun internasional. 

a. Fungsi Pelabuhan 

 Ditinjau dari aspek fisik, pelabuhan merupakan suatu kawasan 

yang digunakan sebagai tempat untuk berlabuh dan bersandar guna 

melakukan kegiatan naik dan turun penumpang maupun proses bongkar 

muat barang.  

Pelabuhan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain: 

1) Sebagai tempat bersandar dan berlabuh kapal, baik untuk kegiatan 

bongkar muat barang maupun naik turun penumpang. 
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2) Sebagai tempat penyelenggaraan jasa kepelabuhanan yang 

mencakup layanan operasional kapal, cargo handling, dan fasilitas 

penunjang lainnya. 

3) Sebagai sarana perantara antara laut dan moda transportasi lainnya, 

sehingga memperlancar arus barang dan orang antar wilayah. 

4) Sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan logistik yang 

mendukung pembangunan nasional. 

Menurut United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD, 2005), pelabuhan memiliki peran strategis dalam 

mendukung kelancaran arus barang dan perdagangan internasional 

melalui integrasi sistem transportasi laut dan darat. Pelabuhan tidak 

hanya berfungsi sebagai tempat sandar dan bongkar muat, tetapi 

juga sebagai simpul utama dalam rantai logistik global yang 

berpengaruh terhadap efisiensi distribusi barang dan konektivitas 

perdagangan antar wilayah. 

b. Klasifikasi Pelabuhan 

 Menurut Pelabuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan 

beberapa kriteria, antara lain berdasarkan penggunaannya yang 

terdiri atas pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, berdasarkan 

wilayah operasinya yaitu pelabuhan domestik dan pelabuhan 

internasional, serta berdasarkan fungsi pelayanannya seperti 

pelabuhan niaga, pelabuhan penumpang, dan pelabuhan industri. 
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Klasifikasi ini menunjukkan bahwa setiap pelabuhan memiliki 

karakteristik dan peran yang berbeda dalam sistem transportasi laut. 

 Menurut United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD, 2005), klasifikasi pelabuhan memiliki 

peran penting dalam menentukan fungsi, struktur pelayanan, serta 

integrasi pelabuhan dalam sistem logistik nasional maupun 

internasional. Selain itu, klasifikasi pelabuhan juga berpengaruh 

terhadap pengaturan operasional dan pengelolaan kegiatan 

kepelabuhanan agar berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan 

sistem transportasi laut yang terintegrasi. 

c. Pengertian Fasilitas Pelabuhan 

Fasilitas pelabuhan adalah semua sarana dan prasarana yang 

tersedia di pelabuhan untuk menunjang kegiatan operasional 

pelayaran, termasuk kegiatan bongkar muat, pelayanan kapal, serta 

pelayanan penumpang dan barang. Fasilitas pelabuhan ini terdiri 

atas fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. 

Secara umum, fasilitas pelabuhan bisa dibagi menjadi 

beberapa kategori: 

1) Fasilitas Pokok 

 Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar yang wajib ada dalam 

sebuah pelabuhan, seperti dermaga, kolam pelabuhan, jalur 

sandar, dan tempat bongkar muat barang. Tanpa fasilitas pokok, 
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pelabuhan tidak dapat menjalankan fungsi utamanya dalam 

pelayaran dan angkutan laut. 

2) Fasilitas Fungsional 

Fasilitas ini adalah fasilitas yang digunakan untuk 

menunjangkegiatan operasional pelabuhan secara fungsional, 

seperti gudang penyimpanan barang, terminal penumpang, 

peralatan bongkar muat, fasilitas komunikasi dan navigasi, 

serta fasilitas keselamatan pelayaran. 

3) Fasilitas Pendukung 

Fasilitas pendukung merupakan fasilitas tambahan yang 

melengkapi pelabuhan agar operasional lebih efisien. 

Contohnya termasuk fasilitas penanganan limbah kapal 

(recePTion facilities), fasilitas transportasi darat (akses jalan 

dan rel kereta), area pergudangan tambahan, serta sarana 

komunikasi dan layanan teknis lain. 

d. Peran Fasilitas dalam Keselamatan dan Operasional Pelabuhan 

 Fasilitas pelabuhan tidak hanya berperan dalam 

mempercepat proses bongkar muat dan layanan kapal, tetapi juga 

berperan penting dalam menjamin keselamatan pelayaran dan 

operasional di kawasan pelabuhan. Fasilitas seperti dermaga, Jetty, 

dolphin, serta instalasi navigasi membantu kapal dalam proses 

berlabuh dan meninggalkan pelabuhan dengan aman. Peralatan 

penegakan keselamatan dan sistem penerangan juga merupakan 
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bagian fasilitas yang wajib ada sebagai penunjang keselamatan 

pelayaran di sekitar pelabuhan. 

e. Terminal Khusus  

  Terminal khusus merupakan terminal yang dibangun dan 

dioperasikan untuk menunjang kegiatan usaha tertentu serta tidak 

diperuntukkan bagi pelayanan umum. Pengertian terminal khusus 

secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal 

untuk Kepentingan Sendiri, terminal khusus berada di luar wilayah 

kerja dan wilayah kepentingan pelabuhan umum, namun tetap 

merupakan bagian dari sistem pelabuhan terdekat dan berfungsi 

untuk melayani kepentingan sendiri sesuai bidang usaha 

pemiliknya, seperti industri, energi, maupun distribusi tertentu. 

  Dalam konteks penelitian ini, International Bulk Liquid (IBL) 

di Pelabuhan Gresik merupakan terminal khusus yang digunakan 

untuk kegiatan bongkar muat muatan curah cair (bulk liquid). 

Sebagai terminal khusus, IBL tidak melayani kepentingan umum, 

melainkan difokuskan pada pelayanan operasional tertentu sesuai 

dengan bidang usahanya. Fasilitas yang tersedia pada terminal 

khusus umumnya meliputi dermaga atau Jetty, dolphin, tangki 

penampungan. 

  Terminal khusus tetap berada di bawah pengawasan otoritas 

pelabuhan dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-



23 
 

 
 

undangan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan. Dengan 

demikian, apabila terjadi insiden operasional yang melibatkan 

fasilitas terminal, maka aspek tanggung jawab hukum akan 

melibatkan pihak terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  

f. Implikasi Hukum atas Fasilitas Pelabuhan 

  Fasilitas pelabuhan merupakan bagian dari infrastruktur 

penting dalam kegiatan kepelabuhanan yang dapat mengalami 

kerusakan apabila terjadi insiden pelayaran. Kerusakan terhadap 

fasilitas seperti Jetty dan dolphin berpotensi menimbulkan 

konsekuensi hukum berupa tanggung jawab keperdataan, termasuk 

kewajiban ganti rugi bagi pihak yang terbukti lalai atau bersalah 

dalam operasional pelayaran. Oleh karena itu, fasilitas pelabuhan 

memiliki kedudukan penting dalam analisis pertanggungjawaban 

hukum dalam insiden pelayaran. 

6. Tanggung Jawab Pengangkut 

 Menurut  Muhammad Hatta et al. (2021), tanggung jawab 

pengangkut merupakan kewajiban hukum yang timbul dari hubungan 

hukum antara pelaku usaha pelayaran dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam kegiatan pengangkutan laut, seperti pengirim 

barang, penerima barang, dan pengelola pelabuhan. Hubungan hukum 

tersebut lahir dari adanya perjanjian pengangkutan yang menimbulkan hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam perjanjian tersebut, 

pengangkut memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengangkutan 
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secara aman serta menjamin keselamatan barang selama proses pelayaran 

berlangsung. 

 Tanggung jawab pengangkut muncul karena kegiatan pelayaran 

memiliki risiko yang dapat menimbulkan kerugian terhadap muatan, kapal, 

maupun pihak lain. Oleh karena itu, pengangkut wajib bertanggung jawab 

apabila terjadi kerugian akibat kelalaian, kesalahan, atau tidak 

terpenuhinya kewajiban keselamatan dalam kegiatan pengangkutan laut 

(Muhammad Hatta et al., 2021). Tanggung jawab tersebut bertujuan 

memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat 

kegiatan pelayaran. 

Dalam hukum pelayaran di Indonesia, tanggung jawab pengangkut diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 40 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan 

bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap 

keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkut. 

Selanjutnya, Pasal 41 ayat (1) mengatur bahwa tanggung jawab 

perusahaan angkutan di perairan meliputi kematian atau luka penumpang, 

musnah, hilang, atau rusaknya barang, keterlambatan angkutan, serta 

kerugian pihak ketiga. Selain itu, Pasal 468 ayat (1) KUHD menyatakan 

bahwa pengangkut wajib menjaga keselamatan barang sejak diterima 

hingga diserahkan kepada penerima. 
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 Selain berdasarkan perjanjian pengangkutan, tanggung jawab 

pengangkut juga dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap pihak yang karena 

kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada pihak lain 

wajib memberikan ganti kerugian. Dengan demikian, pengangkut dapat 

dimintai pertanggungjawaban apabila kegiatan pelayaran yang 

dilaksanakan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, termasuk 

kerusakan fasilitas pelabuhan. 

7. Hukum Maritim Privat 

 Menurut Muhammad Hatta et al., (2021), hukum maritim privat 

merupakan bagian dari hukum maritim yang mengatur hubungan hukum 

keperdataan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayaran dan 

pengangkutan laut. Pihak-pihak tersebut meliputi perusahaan pelayaran, 

pemilik kapal, pengirim barang, penerima barang, pengelola pelabuhan, 

dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kegiatan pelayaran. 

Hubungan hukum tersebut umumnya lahir dari adanya perjanjian 

pengangkutan laut yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-

masing pihak. 

 Hukum maritim privat berfungsi untuk memberikan kepastian 

hukum dalam pelaksanaan kegiatan pelayaran dan pengangkutan laut. 

Ruang lingkup hukum maritim privat mencakup perjanjian pengangkutan 

laut, hak dan kewajiban para pihak, pengoperasian kapal, pengangkutan 



26 
 

 
 

barang, serta penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan pelayaran. 

Dengan adanya pengaturan tersebut, setiap pihak yang terlibat dalam 

kegiatan pelayaran memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan 

hak dan kewajibannya. 

 Di Indonesia, pengaturan hukum maritim privat terdapat dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam KUHD, ketentuan 

mengenai pengangkutan laut diatur dalam Pasal 466 KUHD yang 

menjelaskan bahwa pengangkutan merupakan perjanjian di mana 

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 

barang melalui laut. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran mengatur penyelenggaraan pelayaran, 

keselamatan dan keamanan pelayaran, serta hak dan kewajiban perusahaan 

angkutan laut dalam kegiatan pengangkutan di perairan Indonesia 

 Selain mengatur hubungan kontraktual dalam kegiatan pelayaran, 

hukum maritim privat juga mengatur penyelesaian sengketa dan 

pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerugian akibat kegiatan 

pelayaran. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum 

bagi pihak yang dirugikan serta menjaga ketertiban dan kelancaran 

kegiatan pelayaran dan pengangkutan laut.  

8. Pembatasan Tanggung Jawab dan Asuransi Pelayaran 

 Dalam hukum pelayaran, dikenal adanya prinsip pembatasan 

tanggung jawab pengangkut yang bertujuan untuk memberikan batas 
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tertentu terhadap jumlah ganti rugi yang harus ditanggung oleh 

pengangkut atas kerugian yang timbul akibat kegiatan pengangkutan laut. 

Prinsip tersebut diterapkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi 

pelaku usaha pelayaran dalam menjalankan kegiatan pengangkutan yang 

memiliki risiko tinggi. Menurut Harto (2023),  sistem tanggung jawab 

pengangkut beserta pembatasannya tidak terlepas dari ketentuan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 468 

KUHD, serta aturan-aturan dalam konosemen yang diterbitkan dalam 

kegiatan pengangkutan laut. Namun demikian, pembatasan tanggung 

jawab tidak dapat diterapkan apabila kerugian terjadi akibat kesengajaan 

atau kelalaian berat dari pihak pengangkut. 

 Selain itu, sistem tanggung jawab pengangkut juga didukung oleh 

mekanisme asuransi pelayaran. Asuransi ini berfungsi untuk menanggung 

risiko kerugian akibat kecelakaan kapal, termasuk kerusakan terhadap 

fasilitas pelabuhan. Salah satu bentuk asuransi yang umum digunakan 

dalam industri pelayaran adalah Protection and Indemnity (P&I) yang 

berperan dalam penyelesaian klaim kerugian akibat insiden pelayaran. 

Dengan demikian, pembatasan tanggung jawab dan asuransi pelayaran 

memiliki peran penting dalam menentukan mekanisme ganti rugi serta 

penyelesaian klaim atas kerusakan fasilitas pelabuhan dalam kegiatan 

pelayaran. 
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B. Kerangka Penelitian 

Kerangka berpikir dalam penelitian merupakan peta konsep yang 

menghubungkan berbagai konsep dan variabel secara logis untuk 

menjelaskan fenomena yang diteliti. Menurut Heni L (2025), kerangka 

berpikir berperan sebagai panduan sistematis yang membantu menyusun 

langkah metodologis penelitian secara terstruktur, sehingga 

meminimalkan kesalahan analisis dan memperkuat dasar akademik 

penelitian.  

Berdasarkan pemahaman tersebut, kerangka berpikir dalam 

penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk menelaah 

secara sistematis hubungan antara insiden kapal, ketentuan hukum 

pelayaran, dan tanggung jawab pihak pengangkut. Insiden MT Salmon 

Mustafa menjadi titik awal analisis, yang kemudian dikaji berdasarkan 

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan ketentuan 

tersebut, perusahaan pelayaran sebagai pengangkut diposisikan sebagai 

subjek hukum yang memiliki kewajiban manjamin keselamatan pelayaran 

dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul selama proses 

pengangkutan berlangsung. Dengan demikian, kerangka berpikir ini 

mengarahkan penelitian untuk menilai sejauh mana tanggung jawab PT 

Pupuk Indonesia Logistik dalam insiden MT Salmon Mustafa di 

Pelabuhan Gresik ditinjau dari perspektif hukum pelayaran yang berlaku. 
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1. Bagaimana tanggung jawab (hukum) PT Pupuk 

Indonesia Logistik dalam insiden MT Salmon Mustafa? 

2. Bagaimana mekanisme pembatasan tanggung jawab 

yang diterapkan oleh PT Pupuk Indonesia Logistik 

dalam insiden MT Salmon Mustafa? 

3. Apa saja yang harus dipenuhi PT Pupuk Indonesia 

Logistik sebagai pengangkut dalam kejadian tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Kerangka Penelitian 

Analisis Tanggung Jawab Hukum PT Pupuk Indonesia 

Logistik dalam insiden MT Salmon Mustafa                

di Pelabuhan Gresik  

1. Tanggung Jawab Hukum PT Pupuk Indonesia Logistik 

sebagai pengangkut 

2. Mekanisme Pembatasan Tanggung Jawab PT Pupuk 

Indonesia Logistik 

3. Kewajiban PT Pupuk Indonesia Logistik dalam insiden 

MT Salmon Mustafa 

Teknik Pengumpulan data: 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

4. Studi Kepustakaan 

Metode Penelitian : 

Kualitatif Deskriptif 

Kesesuaian pertanggungjawaban dengan 

ketentuan Hukum 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai insiden benturan 

MT Salmon Mustafa dengan Jetty Dolphin IBL, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Tanggung Jawab PT Pupuk Indonesia Logistik sebagai Shipowner 

PT Pupuk Indonesia Logistik sebagai pemilik kapal (shipowner) 

tetap memiliki tanggung jawab hukum atas insiden yang terjadi saat 

manuver sandar kapal. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui 

penghentian sementara proses sandar, pemeriksaan lambung kapal, 

pelaksanaan underwater survey, serta koordinasi dengan pihak terminal dan 

otoritas pelabuhan. Tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan KUHD dan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengenai 

kewajiban perusahaan angkutan laut dalam menjamin keselamatan dan 

keamanan pelayaran. 

2. Mekanisme Pembatasan Tanggung Jawab 

Pembatasan tanggung jawab dalam insiden ini dilakukan melalui 

mekanisme administratif dan teknis, seperti penyusunan incident report, 

identifikasi kerusakan, koordinasi dengan pihak terkait, dan evaluasi 

internal. Dalam hukum maritim, pembatasan tanggung jawab tidak 

menghapus kewajiban hukum perusahaan terhadap kerugian akibat insiden 

pelayaran. 
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3. Kewajiban PT Pupuk Indonesia Logistik sebagai Pengangkut 

Sebagai pengangkut, PT Pupuk Indonesia Logistik berkewajiban 

menyediakan kapal laik laut dan menjamin keselamatan pelayaran. Setelah 

insiden terjadi, perusahaan melakukan pemeriksaan lambung kapal, 

underwater survey, dan memastikan tidak ada kebocoran muatan sebelum 

operasional dilanjutkan. Tindakan tersebut menunjukkan penerapan prinsip 

due diligence dalam pelaksanaan kewajiban pengangkut. 

B. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam 

memahami hasil penelitian yang telah dilakukan. Pertama, data yang digunakan 

dalam penelitian ini terbatas pada dokumen internal perusahaan dokumen 

progres penanganan insiden benturan MT Salmon Mustafa dengan Jetty 

Dolphin IBL di Pelabuhan Gresik . Peneliti tidak terlibat secara langsung dalam 

proses penyelesaian insiden tersebut karena pada saat penelitian peneliti hanya 

berstatus sebagai taruna atau peserta magang di PT Pupuk Indonesia Logistik 

(PILOG), sehingga analisis mengenai tanggung jawab hukum perusahaan 

dilakukan berdasarkan dokumen yang tersedia serta informasi dari pihak terkait. 

Kedua, pengumpulan data dalam penelitian ini juga terbatas pada wawancara 

dengan empat orang narasumber yang memiliki keterkaitan dengan insiden 

tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tanggung jawab hukum 

pengangkut dalam penelitian ini masih terbatas pada data yang diperoleh dalam 

penelitian ini dan belum mencakup seluruh aspek yang mungkin muncul dalam 

proses penyelesaian hukum secara lebih luas.  
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C. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai insiden benturan MT 

Salmon Mustafa dengan Jetty Dolphin IBL, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. PT Pupuk Indonesia Logistik diharapkan dapat meningkatkan pengawasan 

dan koordinasi operasional pada saat proses manuver sandar kapal, baik 

antara nahkoda, awak kapal, pandu, maupun pihak terminal. Selain itu, 

perusahaan perlu terus meningkatkan penerapan prosedur keselamatan 

pelayaran guna meminimalkan risiko terjadinya insiden yang dapat 

menyebabkan kerusakan fasilitas pelabuhan. 

2. PT Pupuk Indonesia Logistik diharapkan dapat memperkuat mekanisme 

penanganan insiden melalui penyusunan dokumentasi kejadian yang lebih 

sistematis, evaluasi internal secara berkala, serta koordinasi yang efektif 

dengan pihak terminal, surveyor, dan otoritas pelabuhan. Hal tersebut 

penting untuk mendukung proses pertanggungjawaban dan penyelesaian 

kerugian sesuai ketentuan hukum pelayaran. 

3. PT Pupuk Indonesia Logistik diharapkan terus meningkatkan penerapan 

prinsip due diligence melalui pemeriksaan kelaiklautan kapal, pengawasan 

kondisi teknis kapal, serta pelaksanaan pemeriksaan keselamatan secara 

berkala sebelum kegiatan operasional dilakukan. Selain itu, peningkatan 

kompetensi awak kapal dan kepatuhan terhadap standar keselamatan 

pelayaran perlu terus dilakukan guna mencegah terjadinya insiden serupa di 

masa mendatang. 
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LAMPIRAN 1  

Hasil Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu instrument yang dipilih oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data dari narasumber atau informan. Peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa narasumber di PT Pupuk Indonesia Logistik yang 

dianggap paling sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Berikut 

merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber: 

Narasumber 1 

Nama   : Retno Wulandari 

Jabatan            : Vice President Tata Kelola Manajemen Resiko PT Pupuk Indonesia 

Logistik 

Hasil wawancara  

Mariska    : Selamat siang Ibu Wulan, maaf mengganggu waktunya bu. 

Ibu Wulan   : Siang Mariska, ada apa? 

  Mariska      : Izin Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 

permasalahan yang hendak saya bahas pada skripsi saya nanti. 

Ibu Wulan   : Ya silahkan Mariska. 

Mariska         : Berkaitan dengan kejadian MT Salmon Mustafa, bagaimana tindakan 

yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) setelah 

terjadinya kejadian tersebut? 

Ibu Wulan    : Setelah kejadian terjadi, perusahaan segera mengambil langkah-

langkah penanganan awal dengan memastikan keselamatan awak 

serta kondisi operasional kapal. Selanjutnya PILOG melakukan 

koordinasi dengan pihak terkait seperti KSOP Gresik dan PT 

Pelindo. Perusahaan juga melakukan penyelidikan internal serta 

menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan survei bawah air kapal 

guna memastikan kondisi lambung dan struktur dermaga. Selain itu, 
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dilakukan pelaporan kepada manajemen pusat serta penyusunan 

kronologi kejadian sebagai bahan evaluasi. 

Mariska          : Selanjutnya, terkait aspek hukum transportasi, apa saja bentuk 

tanggung jawab PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) sebagai 

pengangkut dalam kejadian tersebut? 

Ibu Wulan  : Sebagai pengangkut, PILOG kapal bertanggung jawab atas 

keselamatan muatan dan operasional selama proses pelayaran 

hingga sandar. Dalam kejadian ini, tanggung jawab yang dilakukan 

meliputi pemeriksaan kondisi kapal pasca kejadian, memastikan 

kegiatan bongkar muat tetap berjalan dengan aman, serta 

melakukan koordinasi dengan pihak pemilik dermaga terkait 

potensi kerugian. Selain itu, PILOG juga bertanggung jawab dalam 

proses investigasi dan penyediaan data kepada pihak regulator. 

Mariska          : Lalu, bagaimana pelaksanaannya menugaskan tanggung jawab 

tersebut, dan apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya? 

Ibu Wulan    : Pelaksanaan tanggung jawab dilakukan melalui koordinasi lintas 

fungsi, baik dari sisi operasional, teknik, maupun risiko 

manajemen. Secara umum, proses berjalan dengan baik karena 

tidak terdapat korban jiwa dan tidak ditemukan kerusakan 

signifikan pada bagian bawah kapal maupun struktur dermaga 

berdasarkan hasil survei bawah air. Namun terdapat kendala dalam 

hal koordinasi antar pihak serta penyesuaian jadwal operasional, 

mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses tindak 

pidana. 

Mariska          : Dalam kaitannya dengan prinsip hukum transportasi laut, apakah 

PT Pupuk Indonesia Logistik menerapkan mekanisme tindakan 

tanggung jawab dalam kejadian ini, dan bagaimana penerapannya? 

Ibu Wulan       : Dalam praktiknya, perusahaan tetap mengacu pada ketentuan 

hukum pelayaran yang berlaku, termasuk prinsip independensi 
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tanggung jawab pengangkut. Mekanisme ini diterapkan melalui 

perlindungan asuransi serta ketentuan kontraktual yang mengatur 

batas tanggung jawab perusahaan. Namun, dalam kejadian ini, 

karena tidak terdapat kerusakan besar maupun klaim yang 

signifikan, maka penerapan tanggung jawab tidak menjadi isu 

utama, meskipun tetap menjadi bagian dari kerangka mitigasi 

risiko perusahaan. 

Mariska          : Terakhir, sebagai bentuk evaluasi, langkah apa yang diambil oleh 

PILOG untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa 

mendatang? 

Ibu Wulan      :  Sebagai upaya pencegahan, PILOG kapal melakukan evaluasi 

terhadap prosedur operasional, khususnya pada saat manuver di 

area pelabuhan. Perusahaan juga meningkatkan koordinasi dengan 

pihak pandu dan operator tugboat , serta memperhatikan faktor 

lingkungan seperti arus laut. Selain itu, dilakukan penguatan 

manajemen risiko melalui pemeliharaan standar operasional 

prosedur (SOP) dan peningkatan pengawasan dalam kegiatan 

sandar kapal. 

Mariska  : Baik Ibu, terimakasih atas waktu dan informasinya.  

Ibu Wulan  : Iya Mariska, sama-sama. 
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Narasumber 2 

Nama      : Amelia Bianika 

Jabatan       : Staf DPA / HSSE 

Hasil Wawancara 

Mariska    : Selamat siang Ibu Amel, mohon maaf mengganggu waktunya, Bu. 

Ibu Amel  : Siang, tidak apa-apa. Ada yang bisa dibantu? 

Mariska           : Izin Bu, saya ingin melakukan wawancara terkait insiden MT 

Salmon Mustafa untuk keperluan skripsi saya. 

Ibu Amel  : Ya, silakan. 

Mariska : Terkait insiden MT Salmon Mustafa, apa saja tindakan yang 

dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) setelah 

kejadian tersebut? 

Ibu Amel     : Setelah kejadian, tim di lapangan langsung melakukan pengecekan 

kondisi kapal dan memastikan tidak ada korban jiwa. Selanjutnya 

dilakukan pengamanan area sekitar kejadian agar tidak 

mengganggu aktivitas pelabuhan. Dari sisi HSSE, kami juga segera 

melakukan pelaporan internal serta berkoordinasi dengan pihak 

terkait seperti KSOP dan Pelindo. Selain itu, kami mendampingi 

proses investigasi awal dan pelaksanaan underwater survey untuk 

memastikan kondisi lambung kapal dan struktur dermaga. 

Mariska          : Apa saja bentuk tanggung jawab PT Pupuk Indonesia Logistik 

(PILOG) sebagai pengangkut dalam insiden tersebut? 

Ibu Amel        : Bentuk tanggung jawab yang dilakukan antara lain memastikan 

kondisi kapal tetap layak operasi setelah insiden, menjaga 

keselamatan muatan, serta memastikan kegiatan bongkar muat 

tetap berjalan dengan aman. Selain itu, perusahaan juga 

bertanggung jawab dalam proses pelaporan kejadian, investigasi, 



92 
 

 
 

serta koordinasi dengan pihak pemilik dermaga terkait 

kemungkinan dampak kerusakan. 

Mariska      :  Bagaimana pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab tersebut, dan 

apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya? 

Ibu Amel        : Pelaksanaan tanggung jawab dilakukan secara bertahap dan 

terkoordinasi, mulai dari penanganan awal, investigasi, hingga 

tindak lanjut. Dari sisi HSSE, kami fokus pada aspek keselamatan 

dan pengendalian risiko selama proses berlangsung. Secara umum 

pelaksanaan berjalan lancar, namun terdapat kendala seperti 

kondisi arus laut saat kejadian serta koordinasi dengan berbagai 

pihak yang membutuhkan waktu, terutama dalam proses 

pemeriksaan teknis dan administrasi. 

Mariska          : Apakah PT Pupuk Indonesia Logistik menerapkan mekanisme 

pembatasan tanggung jawab dalam insiden ini, dan bagaimana 

penerapannya? 

Ibu Amel        : Untuk mekanisme pembatasan tanggung jawab, hal tersebut 

biasanya diatur oleh manajemen dan bagian hukum perusahaan, 

termasuk melalui asuransi dan kontrak kerja. Dari sisi operasional, 

kami lebih berfokus pada penanganan kejadian dan memastikan 

seluruh prosedur keselamatan dijalankan. Namun, secara umum 

perusahaan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait 

pembatasan tanggung jawab pengangkut. 

Mariska          : Langkah apa yang diambil oleh PILOG untuk mencegah terjadinya 

insiden serupa di masa mendatang? 

Ibu Amel        : Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain evaluasi terhadap 

prosedur manuver kapal, peningkatan koordinasi dengan pandu 

dan kapal tunda, serta peningkatan pengawasan saat kapal akan 

sandar. Selain itu, dilakukan juga penguatan penerapan standar 

HSSE, termasuk briefing keselamatan sebelum kegiatan 
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operasional serta peningkatan kesadaran terhadap kondisi 

lingkungan seperti arus dan cuaca. 

Mariska          : Baik Ibu Amel, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan 

yang telah Ibu berikan. Informasi ini sangat membantu penelitian 

saya. 

Ibu Amel         : Sama-sama. 

Mariska          : Izin Bu, apabila saya memerlukan data tambahan atau klarifikasi, 

apakah saya boleh menghubungi Ibu kembali? 

Ibu Amel        : Silakan saja. 

Mariska          : Baik Bu, terima kasih atas bantuannya dan mohon maaf apabila 

terdapat kekurangan selama wawancara berlangsung 

Ibu Amel        : Iya, tidak apa-apa. 

Mariska          : Selamat siang Bu. 

Ibu Amel        : Selamat siang. 
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Narasumber 3  

Nama   : Nur Farida Harwin Latifah 

Jabatan  : Staff Operasional  

Hasil Wawancara 

Mariska  : Selamat siang Ibu Ifa, mohon maaf mengganggu waktunya, Bu. 

Ibu Ifa   : Siang, tidak apa-apa. Silakan. 

Mariska  : Izin Bu, saya ingin melakukan wawancara terkait insiden MT 

Salmon Mustafa untuk keperluan skripsi saya. 

Ibu Ifa    : Ya, silakan. 

Mariska             : Terkait insiden MT Salmon Mustafa, apa saja tindakan yang 

dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) setelah 

kejadian tersebut? 

Ibu Ifa             : Dari sisi operasional, setelah kejadian kami langsung memastikan 

kondisi kapal dalam keadaan aman dan dapat dikendalikan. Kapal 

kemudian tetap diarahkan untuk sandar di dermaga tujuan dengan 

pengawasan ketat. Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak 

pandu, tugboat, serta pihak pelabuhan untuk memastikan proses 

sandar berjalan dengan aman. Selain itu, kami menyusun laporan 

kejadian secara operasional serta mendukung proses pemeriksaan 

teknis, termasuk pelaksanaan underwater survey. 
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Mariska           : Apa saja bentuk tanggung jawab PT Pupuk Indonesia Logistik 

(PILOG) sebagai pengangkut dalam insiden tersebut? 

Ibu Ifa : Sebagai pengangkut, tanggung jawab kami lebih kepada 

memastikan kapal tetap dalam kondisi laik operasi, muatan tetap 

aman, serta kegiatan operasional tidak terganggu. Dalam kejadian 

ini, kami memastikan proses bongkar muat tetap dapat dilakukan 

dengan aman setelah kapal berhasil sandar. Selain itu, kami juga 

mendukung pemenuhan kewajiban perusahaan dalam hal 

pelaporan dan koordinasi dengan pihak terkait. 

Mariska          : Bagaimana pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab tersebut, dan 

apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya? 

Ibu Ifa             : Pelaksanaan tanggung jawab dilakukan secara langsung di 

lapangan dengan pengawasan operasional yang ketat. Secara 

umum berjalan dengan baik karena kondisi kapal masih dapat 

dikendalikan dan tidak mengalami kerusakan berat. Kendala yang 

dihadapi lebih kepada faktor teknis di lapangan, seperti pengaruh 

arus saat manuver serta kebutuhan koordinasi cepat dengan 

berbagai pihak, termasuk pandu dan kapal tunda. 

Mariska          : Apakah PT Pupuk Indonesia Logistik menerapkan mekanisme 

pembatasan tanggung jawab dalam insiden ini, dan bagaimana 

penerapannya? 
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Ibu Ifa            : Untuk hal tersebut biasanya menjadi kewenangan manajemen dan 

bagian hukum perusahaan. Dari sisi operasional, kami 

menjalankan kegiatan sesuai prosedur dan memastikan seluruh 

proses berjalan aman. Namun demikian, kami memahami bahwa 

perusahaan memiliki mekanisme pembatasan tanggung jawab yang 

diatur melalui asuransi dan perjanjian kerja sama. 

Mariska          : Langkah apa yang diambil oleh PILOG untuk mencegah terjadinya 

insiden serupa di masa mendatang? 

Ibu Ifa            : Dari sisi operasional, langkah yang diambil antara lain 

meningkatkan kehati-hatian saat manuver kapal, khususnya di area 

pelabuhan dengan kondisi arus yang cukup kuat. Selain itu, 

koordinasi dengan pandu dan kapal tunda juga ditingkatkan agar 

pergerakan kapal lebih terkendali. Evaluasi terhadap prosedur 

operasional juga dilakukan sebagai bahan perbaikan ke depan agar 

kejadian serupa dapat diminimalkan. 

Mariska          : Baik Bu Ifa, terima kasih atas waktu dan penjelasannya, terutama 

terkait kondisi operasional kapal saat kejadian. 

Ibu Ifa            : Sama-sama. 

Mariska         : Penjelasan tersebut sangat membantu saya dalam memahami 

kondisi di lapangan. Apabila nantinya saya membutuhkan 

tambahan informasi terkait operasional kapal, apakah saya dapat 

menghubungi Ibu kembali? 
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Ibu Ifa          : Iya, boleh. 

Mariska        : Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf apabila ada 

pertanyaan yang kurang berkenan. 

Ibu Ifa           : Tidak apa-apa. 

Mariska         : Selamat siang Bu. 

Ibu Ifa           : Selamat siang. 
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Narasumber 4 

Nama   : Cahya 

Jabatan  : PIC Pengurus Jetty IBL  

Hasil Wawancara 

Mariska  : Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. 

Ibu Ifa   : Siang, tidak apa-apa. Silakan. Gimana Mba Mariska? 

Mariska             : Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan 

waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan saya Mariska Anggi N, 

taruna dari PIP Semarang yang sedang menyusun skripsi mengenai 

analisis tanggung jawab hukum PT Pupuk Indonesia Logistik 

dalam insiden MT Salmon Mustafa di Pelabuhan Gresik. 

Bapak Cahya    : Iya, selamat pagi. Baik, silakan. 

Mariska              : Wawancara ini saya lakukan untuk memperoleh informasi 

tambahan dari pihak eksternal terkait penanganan insiden tersebut, 

khususnya dari sisi pengelolaan Jetty IBL. Informasi yang Bapak 

sampaikan akan digunakan sebagai data penelitian dan hanya untuk 

kepentingan akademis. 

Bapak Cahya   : Baik, tidak masalah. 
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Mariska  : Baik Pak, kalau begitu saya izin mulai wawancaranya. Bagaimana 

tindakan yang dilakukan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) 

setelah terjadinya insiden kapal MT Salmon Mustafa? 

Bapak Cahya  :Setelah kejadian, pihak PT Pupuk Indonesia Logistik langsung 

melakukan koordinasi dengan pihak KSOP, Pelindo, dan pihak 

operasional jetty. Dari pihak perusahaan juga cukup kooperatif 

dalam proses penanganan awal. Selain itu dilakukan pengecekan 

kondisi dolphin dan area sekitar jetty untuk memastikan apakah 

terdapat kerusakan yang mempengaruhi operasional. Selanjutnya 

dilakukan rapat koordinasi bersama seluruh pihak terkait untuk 

menentukan langkah tindak lanjut. 

Mariska  : Apa saja bentuk tanggung jawab PT Pupuk Indonesia Logistik 

(PILOG) sebagai pengangkut dalam insiden tersebut? 

Bapak Cahya : Bentuk tanggung jawab yang terlihat yaitu perusahaan bersedia 

melakukan perbaikan terhadap fasilitas jetty yang mengalami 

kerusakan akibat senggolan kapal. Selain itu, perusahaan juga 

mengikuti proses administrasi dan pemeriksaan yang dilakukan 

oleh KSOP. Dari hasil koordinasi, PT Pupuk Indonesia Logistik 

juga menunjuk vendor untuk pelaksanaan perbaikan fasilitas yang 

terdampak. 

Mariska  : Bagaimana pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab tersebut, dan 

apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya? 
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Bapak Cahya  : Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap karena sebelum 

perbaikan dilakukan harus ada pemeriksaan kondisi struktur terlebih 

dahulu, termasuk underwater survey. Secara umum koordinasi antar 

pihak berjalan baik. Kendalanya lebih kepada proses teknis dan 

administrasi, karena perbaikan fasilitas pelabuhan harus melalui 

pengecekan keselamatan dan penyesuaian operasional agar aktivitas 

bongkar muat tetap berjalan. 

Mariska  : Apakah PT Pupuk Indonesia Logistik menerapkan mekanisme 

pembatasan tanggung jawab dalam insiden ini, dan bagaimana 

penerapannya? 

Bapak Cahya : Sepanjang yang saya ketahui, penyelesaian lebih difokuskan pada 

koordinasi dan pemenuhan tanggung jawab atas kerusakan yang 

terjadi. Untuk pembatasan tanggung jawab secara hukum itu 

biasanya menjadi pembahasan internal perusahaan dan pihak terkait 

lainnya. Namun dari sisi operasional, perusahaan tetap menunjukkan 

itikad baik untuk menyelesaikan proses penanganan insiden. 

Mariska  : Langkah apa yang diambil oleh PILOG untuk mencegah terjadinya 

insiden serupa di masa mendatang? 

Bapak Cahya  : Beberapa langkah yang dibahas setelah kejadian yaitu peningkatan 

koordinasi saat proses sandar kapal, evaluasi prosedur pemanduan 

dan manuver kapal, serta pemeriksaan kondisi alur dan area sekitar 

dermaga. Selain itu, pihak terkait juga menekankan pentingnya 
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kehati-hatian pandu dan nahkoda ketika melakukan manuver di area 

jetty agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 

Mariska  : Baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah Bapak 

berikan. Informasi ini sangat membantu dalam proses penyusunan 

penelitian saya. 

Bapak Cahya  : Iya, sama-sama. Semoga penelitiannya lancar. 

Mariska  : Amin, terima kasih Pak. 
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LAMPIRAN 2  

Berita Acara Insiden MT Salmon Mustafa benturan dengan Jetty IBL 
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LAMPIRAN 3  

Peta Posisi Dermaga Petrokimia dan Dermaga PT IBL 
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LAMPIRAN 4  

Tracking MT Salmon Mustafa pada Radar Electronic Chart Display and 

Infromation System (ECDIS) kapal 
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LAMPIRAN 5  

Kondisi Jetty Dolphin IBL Gresik 

Gambar 1 

Gambar tampak samping 

Gambar 2 

Gambar tampak belakang 

  
 
 
 

 

Gambar 3 

Gambar tampak depan 

Gambar 4 

Gambar tampak samping 
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LAMPIRAN 6  

Notulen Rapat Koordinasi tindak lanjut insiden dengan pihak KSOP Gresik dan 

PELINDO 
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LAMPIRAN 7  

Laporan update MT Salmon Mustafa ke Direktur Utama PT Pupuk Indonesia 

(Persero) 
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LAMPIRAN 8  

Rapat koordinasi progress kompartemen operasi dan pemeliharaan beserta 

departemen keuangan dan pengadaan 
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LAMPIRAN 9  

Undangan pemaparan materi underwater survey oleh PT Fabila Teknik (vendor) 

dan PILOG ke KSOP 
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LAMPIRAN 10  

Surat PELINDO mengenai permintaan perbaikan segera dan paparan metodologi 

pekerjaan perbaikan tersebut 
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LAMPIRAN 11 

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pengadaan jasa underwater survey 

dermaga IBL  
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LAMPIRAN 12 

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pengadaan jasa underwater survey MT 

Salmon Musata 
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LAMPIRAN 13 

Underwater Survey Checklist MT Salmon Mustafa 
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LAMPIRAN 14 

Pelaksanaan pengecekan Jetty IBL 

        

Dokumentasi Tim 

  

Foto Jetty IBL 
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LAMPIRAN 15 

Surat Permintaan Daftar Referensi Vendor Perbaikan Atas Kerusakan Dolphin 

IBL 
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LAMPIRAN 16  

Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber 

Narasumber 1 

 
 

Narasumber 2 
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Narasumber 3 

 
 

Narasumber 4 
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LAMPIRAN 17  

Dokumentasi dengan pegawai PT Pupuk Indonesia Logistik 

 

 

 


	28ef5c66279ebfd0006b88ec57fdf3dbbf025331764328c1cc9aeb785485bd10.pdf
	HALAMAN PERSETUJUAN 
	HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
	PERNYATAAN KEASLIAN 
	28ef5c66279ebfd0006b88ec57fdf3dbbf025331764328c1cc9aeb785485bd10.pdf

